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PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 7/PERMEN-KP/2014 
TENTANG 

PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas 

pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja dan 
Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, 
perlu menyusun Pedoman Penyusunan Rencana 
Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan 
Perikanan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 
tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana 
Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan 
Perikanan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009, Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5073); 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4739); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 
tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5178); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5423); 

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian 
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan 
Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 126); 

7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010; 

8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 
2013;  
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9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar;  

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan 
Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010;  

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;  

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 397);  

13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.15/MEN/2012 tentang Rencana Strategis 
Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010 
– 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 858);  

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas 
Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, 
dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);  

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan 
Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Tahun 2013 
Nomor 538);  

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan 
dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 905); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN RENCANA 
KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN KELAUTAN 
DAN PERIKANAN. 
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Pasal 1 
Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 
Kelautan dan Perikanan merupakan acuan bagi satuan kerja lingkup 
Kementerian Kelautan dan Perikanan, baik kantor pusat, unit pelaksana 
teknis, satuan kerja dekonsentrasi, dan satuan kerja tugas pembantuan 
provinsi dan kabupaten/kota, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja 
dan Anggaran satuan kerja masing-masing.  

Pasal 2 
Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 
Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 3 

Untuk mendukung Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 
Kelautan dan Perikanan, menggunakan Daftar Kode, Rencana Kegiatan 
dan Anggaran untuk Program Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja 
Pemerintah Tahun 2014, Program Prioritas Nasional termasuk Direktif 
Presiden, dan Program Prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 4 
Agar tercapainya kesamaan pengertian dan penafsiran dalam 
melaksanakan Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu dilakukan sosialisasi pada 
satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, baik kantor 
pusat, unit pelaksana teknis, dekonsentrasi dan tugas pembantuan 
provinsi dan kabupaten/kota. 

Pasal 5 
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri 
Kelautan dan Perikanan Nomor PER.21/MEN/2012 tentang Pedoman 
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan 
Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 6 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 10 Februari 2014  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
SHARIF C. SUTARDJO 

 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 12 Februari 2014 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
AMIR SYAMSUDIN 
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